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ABSTRACT
Management asset instructed can guarantee development of going concern capacities of local
government, so that claimed to be can develop or  optimal of exploiting of area asset utilize to
improve earnings of area genuiness. To be able to be optimal of asset property of area, hence
require to be conducted by exploiting of asset, where this matter is happened at Government Sub-
Province of Badung with Government Town of Denpasar. Such as those which have been known,
that in this time Government Town of Denpasar is exploiting building real property property of
Government Sub-Province of Badung which located in Lumintang, where which we know that the
farm unifinished previously for no exploiting it. To see the the problems hence intention of this
research is to know management pattern exploiting of area asset switchover of building function in
environment Governmental Sub-Province of Badung. This research use method of descriptive
qualitative. Where to get data, researcher conduct observation seen directly phenomenon that
happened field and also circumstantial interview with guest speaker related to Management Asset
Area (Analyse switchover of building function in environment Government Sub-Province of
Badung).Obtained conclusion of this research is Government Sub-Province of Badung not yet too is
applying of principle of akuntabilitas and transparency in area asset management, where this matter
proven by there is still its is problem of related to used exploiting form between Government Sub-
Province of Badung with Government Town of Denpasar in exploiting of asset of ex-Center
Governance of Sub-Province of Badung and also there is still its of resistances that happened in
management of asset in Sub-Province of Badung so that government cannot give accurate
information and detailed about assets property of Government Sub-Province of Badung especially
regarding asset remain to property of Government Sub-Province of Badung to society
Keyword : Management Asset Area, Exploiting of Asset
1. PENDAHULUAN
Bertambahnya urusan yang menjadi
kewenangan daerah sebagai konsekuensi
dari otonomi daerah, otomatis akan
menimbulkan volume urusan terutama
berkenaan dengan pengurusan atau
pengelolaan aset atau kekayaan daerah. Hal
ini dapat dipahami mengingat dengan
semakin banyaknya kewenangan yang
diserahkan kepada daerah berarti akan
terjadi pula arus uang dari pusat ke daerah
dalam bentuk dana perimbangan antara
pusat dan daerah (Soleh dan Rochmansjah,
2010:150). Selain itu persoalan lainnya
adalah bagaimana aset tersebut dapat
dikelola dengan benar sehingga dapat
mendukung sepenuhnya terhadap
pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan
tersebut meliputi terjadinya kenaikan jumlah
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dikuasai oleh pemerintah daerah yang
sebelumnya dalam pengawasan pemerintah
pusat. Terkait dengan hal tersebut maka
pemerintah daerah perlu menyiapkan
instrumen yang tepat dalam melakukan
pangelolaan atau manajemen aset daerah
secara transparan, profesional, efektif serta
efisien dimulai dari tahap pemanfaatan,
akuntabel, pendistribusian, perencanaan dan
pegawasannya (Soleh dan Rochmansjah,
2010:151).
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara atau Daerah, dimana
pemanfaatan ialah memanfaatkan aset
daerah yang sudah tidak digunakan sesuai
tupoksi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) kedalam bentuk pemanfaatan berupa
bangun serah guna, sewa, bangun guna
serah, kerjasama pemanfaatan, serta pinjam
pakai tanpa merubah status kepemilikan.
Sebelum terjadinya amuk massa karena
masalah politik Pemerintah Kabupaten
Badung membangun Pusat Pemerintahan
(Puspem) Kabupaten Badung yang dinamai
Dharma Praja, yang terletak di daerah
Lumintang tepatnya di wilayah kota
Denpasar. Setelah terjadinya amuk massa
karena masalah politik yang mengakibatkan
Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
Dharma Praja tersebut terbakar, maka
setelah kejadian tersebut lahan bekas pusat
Pemerintahan Kabupaten Badung yang
terletak di Lumintang ini belum memiliki
kejelasan tentang pemanfaatannya.
Hal itu dikarenakan belum adanya
keseriusan terkait untuk membicarakan
tentang pemanfaatan aset peralihan fungsi
bangunan bekas Pusat Pemerintahan
Kabupaten Badung yang terletak di
Lumintang sehingga menjadikan lahan
tersebut selama beberapa tahun terkesan
sangat terlantar. Setelah Pemerintah
Kabupaten Badung menyepakati untuk
membangun pusat pemerintahan di Sempidi,
keberadaan lahan di Lumintang ini makin
tidak jelas pemanfaatannya. Karena belum
memiliki kejelasan tentang pemanfaatan
peralihan fungsi bangunan bekas pusat
Pemerintahan Kabupaten Badung, maka
ketika terjadi polemik tentang penetapan
Puspem Badung yang baru, ide-ide
pemanfaatan lahan di Lumintang ini sempat
mencuat ke permukaan. Selain itu banyak
investor yang tergiur untuk mengelola bekas
pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
untuk dibangun mall atau swalayan. Tetapi
kemudian ide-ide pemanfaatan tersebut tidak
pernah ada realisasi yang jelas. Berangkat
dari latar belakang tersebut membuat penulis
menjadi tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai bagaimanakah pola manajemen
pemanfaatan aset daerah peralihan fungsi
bangunan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung. Selain itu penelitian ini
memiliki tujuan untuk mengetahui serta
memahami bagaimana manajemen aset
daerah, terutama tentang pemanfaatan aset
peralihan fungsi bangunan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung.
2. KAJIAN PUSTAKA
Kajian penelitian sebelumnya terkait
dengan judul Manajemen Aset Daerah
(Analisis Peralihan Fungsi Bangunan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung)
ini memang belum pernah diteliti. Sebagai
bahan pertimbangan dalam penelitian yang
akan dilaksanakan terkait dengan judul
Manajemen Aset Daerah (Analisis Peralihan
Fungsi Bangunan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung) ini maka peneliti akan
mencantumkan beberapa penelitian
terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti
lain yaitu, penelitian yang dilakukan oleh
Hestria Noviayanti Siama dalam skripsinya
yang berjudul Manajemen Aset Daerah Studi
Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana
Toraja. Pada skripsi ini dibahas mengenai
penggunaan aset daerah yaitu barang
bergerak. Selain itu penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana pengelolaan
aset daerah khususnya pada barang
bergerak di Kabupaten Tana Toraja.
Berdasarkan hasil pembahasan dan
kesimpulan dari penelitian yang telah
dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan
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kurang memberikan peningkatan
pengelolaan, karena pengklasifikasian
barang yang belum optimal.
Penelitian lain dilakukan Nyemas Hasfi,
Martoyo, dan Dwi Haryono (2013) pada jurnal
berjudul Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Sintang). Pada tulisannya peneliti
mengemukakan fokus penelitiannya yaitu
untuk mengetahui dan mendeskripsikan
proses pengelolaan barang daerah oleh
DPPKA Kabupaten Sintang serta faktor-faktor
yang mempengaruhi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, pengelolaan barang
daerah di DPPKA Kabupaten Sintang belum
sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Sedangkan penelitian ketiga dilakukan pula
oleh Darmawan Listyo Bimantoro (2012)
dalam skripsi berjudul Perubahan
Penggunaan Tanah dan Fungsi Bangunan di
Sekitar Obyek Wisata Candi Borobudur dan
Taman Kyai Langgeng Tahun 1996 dan 2001
( Kabupaten dan Kota Magelang, Jawa
Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perubahan penggunaan tanah
dan fungsi bangunan disekitar obyek wisata
di Magelang yang meliputi obyek wisata
Candi Borobudur dan Taman Kyai Langgeng.
Berdasarkan penelitian tersebut diatas,
masih belum ada kajian mengenai aset
daerah yang berada di Provinsi Bali.
Sehingga penelitian tersebut yang kemudian
menjadi tantangan bagi peneliti untuk
memfokuskan penelitiannya pada kajian
manajemen aset daerah (analisis peralihan
fungsi bangunan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung).
 Teori Manajemen Publik dan
Manajemen Perubahan
Manajemen publik adalah proses untuk
melayani, mengelola dan mengatur segala
urusan publik. Manajemen publik merupakan
bagian dari administrasi publik, dimana
proses administrasi publik merupakan
kegiatan manajemen itu sendiri. Pengelolaan
publik lebih memfokuskan pada bagaimana
organisasi publik mengimplementasikan
kebijakan publik. Pengelolaan publik
berkaitan dengan fungsi dan proses
manajemen yang berlaku baik pada sektor
publik (pemerintahan) maupun sektor diluar
pemerintahan yang bertujuan tidak mencari
untung (nonprofit sector). Sedangkan
Manajemen perubahan ialah proses yang
sistematis dalam menerapkan sarana,
pengetahuan, serta sumber daya yang
diperlukan untuk mempengaruhi perubahan
pada orang yang akan terkena dampak dari
proses tersebut (Potts dan LaMarsh, 2004:16
dalam buku Wibowo, 2011:241). Secara
singkat, manajemen perubahan dapat
diartikan sebagai proses untuk membuat
sesuatu yang berbeda serta menuju arah
yang lebih baik. Terdapat dua pendekatan
utama dalam manajemen perubahan yaitu
perubahan terencana serta pendekatan
darurat (emergent approach). Kedua
pendekatan ini dapat dipergunakan
tergantung pada kondisi lingkungan yang
dihadapi (Wibowo, 2011:246).
 Manajemen Aset Daerah
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 17 Tahun 2007 dijelaskan bahwa aset
daerah ialah seluruh barang yang diperoleh
maupun dibeli atas beban APBD maupun
perolehan lain yang sah. Pengertian aset
daerah dalam lampirannya dijelaskan yaitu
seluruh kekayaan daerah yang diperoleh
maupun dibeli atas beban APBD atau yang
berasal dari perolehan lainnya yang sah,
yaitu berupa benda tidak bergerak maupun
benda bergerak yang bisa dihitung, diukur ,
ditimang, serta dinilai termasuk tumbuh-
tumbuhan serta hewan kecuali surat-surat-
surat berharga serta uang. Pengelolaan aset
daerah ialah suatu tindakan serta kegiatan
kepada aset daerah seperti, pengadaan,
penganggaran serta perencanaan kebutuhan,
pemanfaatan, penerimaan, penatausahaan,
penyaluran serta penyimpanan, penggunaan,
penilaian, tuntutan ganti rugi, penghapusan,
pengendalian serta pengawasan, pemindah-
tanganan, pemeliharaan serta pengamanan,
pembinaan serta pembiayaan, (Permendagri
No.17 Tahun 2007 pasal 4 ayat 2).
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 17 tahun 2007, yang dimaksud dengan
istilah pemanfaatan ialah pendayagunaan
aset daerah yang tidak digunakan sesuai
dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam
pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun
guna serah, dan bangun serah guna dengan
tidak mengubah status kepemilikan. Hal ini
secara tidak langsung memberikan
penjelasan bahwa pelaksanaan tupoksi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak
boleh terganggu akibat adanya pemanfaatan
aset daerah. Dalam istilah pendayagunaan
aset daerah terkandung makna bahwa tujuan
pemanfaatan aset daerah adalah
meningkatkan pemanfaatan barang milik
daerah guna mendorong peningkatan
penerimaan daerah.
 Kemitraan (Kerjasama) Antar
Daerah
Kerjasama (Kemitraan) antar Pemerintah
Daerah menurut Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007
dimana kerjasama daerah merupakan bentuk
kesepakatan antara gubernur dengan
gubernur, atau gubernur dengan bupati/wali
kota, atau bupati/wali kota dengan bupati/wali
kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali
kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara
tertulis serta menimbulkan hak dan
kewajiban. Dalam kerjasama antar daerah
perlu diperhatikan beberapa hal terutama
dalam pengembangan kerjasama antar
pemerintah daerah di Indonesia. Hal-hal yang
perlu diperhatikan tersebut termuat dalam PP
No. 50 Tahun 2007 yang merupakan
pedoman daerah dalam melakukan
kerjasama serta mengembangkan potensi
daerahnya. Dalam kerjasama antar
pemerintah daerah poin-poin yang perlu
disepakati antar subyek kerjasama (pihak
ketiga ataupun kepala daerah), yaitu objek
kerja sama, subjek kerja sama, hak dan
kewajiban para pihak, ruang lingkup kerja
sama, pengakhiran kerja sama, jangka waktu
kerja sama, penyelesaian perselisihan serta
keadaan memaksa.
3. METODELOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini ialah deskriptif dengan metode
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian jenis
ini akan dilihat gambaran yang terjadi tentang
suatu fenomena sosial yang diteliti secara
apa adanya, namun lengkap dan rinci. Oleh
sebab itu dalam penelitian ini hanya akan
menggambarkan dan menganalisa
fenomena-fenomena dan fakta-fakta. Dalam
penelitian ini lokasi penelitian adalah di
Pemerintah Kabupaten Badung, dimana
informan dalam penelitian tersebar di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, di
Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung, serta
di Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah
Kabupaten Badung. Waktu yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu enam (6) bulan,
dimulai pada bulan Juli hingga bulan
Desember 2014. Selain itu sumber data yang
dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu
data primer serta data sekunder. Data primer,
ialah informasi didapatkan dan dikumpulkan
dengan cara langsung oleh peneliti melalui
sumbernya. Dalam penelitian ini data
diperoleh langsung dari Kepala Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten
Badung, Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Badung, dan Kepala Bagian Perlengkapan
dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
Sedangkan Sumber data sekunder, yaitu
informasi yang di diperoleh dari berbagai
sumber lain serta bacaan seperti surat pribadi
serta dokumen-dokumen resmi dari berbagai
instansi pemerintah, yang ada kaitannya
dengan permasalahan yang di angkat.
Peneliti menggunakan data sekunder untuk
memperkuat penemuan dilapangan serta
melengkapi informasi yang telah dikumpulkan
melalui proses wawancara secara langsung
dengan narasumber.
Dalam penelitian ini unit analisisnya
berupa wilayah. Unit analisis berupa wilayah
bisa berupa wilayah administratif tertentu,
wilayah ekologis tertentu atau wilayah sosial
tertentu. Dalam penelitian ini unit analisisnya
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di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Badung. Teknik dalam pengambilan sampel
atau informan untuk penelitian ini yaitu
mengunakan purposive sampling, dimana
purposive sampling ialah metode
pengambilan sampel yang dipilih dengan
cermat sehingga relevan dengan struktur
penelitian, dimana pengambilan sampel
dilakukan dengan cara mengambil sampel
orang-orang yang dipilih oleh penulis menurut
ciri-ciri spesifik serta karakteristik tertentu
(Djarwanto, 1998). Informan dalam penelitian
ini antara lain pihak-pihak yang terkait
dengan manajemen aset di Pemerintah
Kabupaten Badung :
a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kabupaten Badung
b. Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Badung
c. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset
Daerah Kabupaten Badung.
Data ialah informasi yang diperoleh
melalui suatu metode pengumpulan data
yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis
dengan suatu metode tertentu dan
selanjutnya akan menghasilkan suatu hal
yang dapat menggambarkan serta
mengindikasikan sesuatu (Herdiansyah,
2010:116). Teknik Pengumpulan Data yang
akan dilakukan dalam penelitian ini ada 3
yaitu, wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber-
sumber yang di wawancarai adalah : Kepala
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Kabupaten Badung, Kepala Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Badung, dan Kepala
Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah
Kabupaten Badung. Selain itu sehubungan
dengan metode wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini, maka pada penelitian ini
dipergunakan wawancara terstruktur.
Wawancara terstruktur digunakan sebagai
teknik pengumpulan data, bila peneliti atau
pengumpul data telah mengetahui secara
pasti tentang informasi apa yang akan
diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan
wawancara, pengumpul data telah
menyiapkan instrument penelitian berupa
pertanyaan-pertanyaan tertulis. (Sugiyono,
2011:157). Dalam penelitian ini, peneliti akan
terjun langsung ke lapangan (lokasi
penelitian) untuk mendapatkan data yang
berkaitan dengan manajemen aset daerah
(analisis peralihan fungsi bangunan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung).
Studi dokumentasi ialah suatu cara dalam
mengumpulkan data melalui cara
menganalisis dokumen-dokumen serta
menghimpun, baik itu gambar, elektronik
ataupun dokumen tertulis. Didalam penelitian
ini peneliti menggunakan studi dokumentasi
berupa buku-buku, foto-foto, dokumen-
dokumen resmi, catatan-catatan dan lain
sebagainya yang menjadi penunjang atau
yang berhubungan dengan obyek yang
diteliti. Dalam sebuah penelitian teramat
sangat dibutuhkan analisis data yang
berguna untuk memberikan jawaban
terhadap permasalah yang diteliti. Dalam
penelitian ini analisis data menggunakan
metode kualitatif. Analisis data ialah proses
mengatur urutan data, mengorganisasikan ke
dalam suatu kategori, satuan uraian dasar
serta pola. Komponen-komponen yang harus
dipahami dalam proses analisis data ialah
reduksi data, display data (penyajian data),
serta penarikan kesimpulan ( verifikasi ).
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dikarenakan belum memiliki kejelasan
tentang pemanfaatan aset bekas pusat
Pemerintahan Kabupaten Badung yang
terletak di Lumintang, Kota Denpasar, maka
Pemerintah Kabupaten Badung dengan
Pemerintah Kota Denpasar melakukan
perjanjian sewa menyewa terkait
pemanfaatan aset bekas Pusat Pemerintahan
Kabupaten Badung yang terletak di
Lumintang, Kota Denpasar. Perjanjian sewa
menyewa atas tanah dan/atau bangunan
gedung tersebut dilaksanakan pada tanggal
25 April 2011 bertempat di Kabupaten
Badung. Dalam perjanjian sewa menyewa
tersebut termuat beberapa pasal terkait
pemanfaatan aset bekas Pusat Pemerintahan
Kabupaten Badung, pasal tersebut antara
lain menyangkut Dasar Hukum, Tujuan,
Ruang Lingkup, Uang Sewa, Hak dan
Kewajiban, Cara Pembayaran, Jangka
Waktu, Berakhirnya Perjanjian, Keadaan
Memaksa, Perselisihan, Pembiayaan,
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Pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan
aset bekas Pusat Pemerintahan Kabupaten
Badung tersebut untuk kegiatan
penyelenggaraan tupoksi dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota
Denpasar.
Perjanjian sewa menyewa atas tanah
dan/atau bangunan gedung milik Pemerintah
Kabupaten Badung berlaku selama lima (5)
tahun dihitung semenjak perjanjian tersebut
ditandatangani yaitu mulai tanggal 25 April
2011 sampai dengan 25 April 2016.
Mengenai pola pengelolaan aset di
Kabupaten Badung berdasarkan wawancara
dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan
Administrasi dan Aset Daerah pada Bagian
Perlengkapan dan Aset Daerah Kabupaten
Badung yaitu, sebagai berikut:
“...Pola pengelolaan aset di
Kabupaten Badung pelaksanaannya
berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas,
dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik
daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian”
(Kepala Sub Bagian Pengelolaan
Administrasi dan Aset Daerah, 2 Januari
2015 )
Dari pernyataan di atas membuktikan bahwa
pola pengelolaan aset di Kabupaten Badung
dalam pelaksanaannya berdasarkan pada
asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan
kepastian nilai.
Landasan hukum pengelolaan aset di
Kabupaten Badung  yaitu ada tiga aturan
hukum antara lain : Peraturan Pemerintah No
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara atau Daerah, Peraturan Menteri
dalam negeri No 17 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten
Badung No 1 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini
membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten
Badung telah berpedoman pada tiga aturan
hukum yang digunakan sebagai landasan
dalam pengelolaan aset di Kabupaten
Badung. Mengenai Pengawasaan aset di
Kabupaten Badung, berdasarkan wawancara
dengan Staf Bagian Perlengkapan dan Aset
Daerah Kabupaten Badung yaitu, sebagai
berikut:
“...Pengawasan aset di Kabupaten
Badung dilakukan oleh bupati selaku
penanggung jawab, sekretaris daerah selaku
pengelola, Kepala Bagian (KABAG) aset
sebagai pembantu pengelola, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna
serta Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai
pembantu pengelola” (Staf Bagian
Perlengkapan dan Aset Daerah Kabupaten
Badung, 2 Desember 2014).
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa
dalam melakukan pengawasan aset di
Kabupaten Badung baik Bupati, Sekretaris
Daerah, Kepala Bagian, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) masing-masing
memiliki tugas dalam melakukan
pengawasan aset di Kabupaten Badung
sesuai dengan jabatan dan fungsinya
masing-masing.
Bentuk pemanfaatan dan jangka waktu
pemanfaatan yang digunakan yaitu dalam
bentuk sewa dengan jangka waktu lima tahun
yaitu dimulai dari tnggal 25 April 2011 sampai
dengan 25 April 2016. Hambatan yang terjadi
dalam pengelolaan aset di Kabupaten
Badung menurut Kepala Sub Bagian
Pengelolaan Administrasi dan Aset Daerah
dalam wawancaranya mengungkapkan
sebagai berikut :
“...Terdapat beberapa Hambatan
yang terjadi dalam pengelolaan aset di
Kabupaten Badung, pertama masih ada
jumlah dan nilai aset tetap dalam Kartu
Invertaris Barang (KIB) belum sesuai dengan
kondisi dilapangan. Selain itu terdapat aset
tetap milik Pemerintah Kabupaten Badung
yang tidak tercatat dalam kartu inventaris
barang dan neraca, serta terdapat aset tetap
milik Pemerintah Kabupaten Badung yang
tercatat di kartu inventaris barang tidak
diketahui keberadaannya, dan juga aset
tanah yang tidak didukung dengan
kepemilikan yang handal berupa sertifikat,
selanjutnya juga terdapat aset tetap milik
Pemerintah Kabupaten Badung yang
digunakan pihak lain mekanismenya belum
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perjanjian pemanfaatan aset yang sah, ada
pula masalah terkait pinjam pakai tanah milik
Pemerintah Kabupaten Badung untuk
pembangunan gedung kantor intansi
pemerintah lain tidak sesuai ketentuan, dan
terakhir terdapat aset tetap yang sudah
diserahkan kepada pihak ketiga masih dicatat
dalam kartu inventaris barang dan neraca
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Badung” (Kepala Sub Bagian Pengelolaan
Administrasi dan Aset Daerah, 2 Januari
2015)
Hal ini membuktikan bahwa kurangnya
kerjasama yang baik antar pegawai di
instansi pemerintah tersebut sehingga masih
banyak hambatan yang terjadi terkait dengan
pengelolaan aset di Kabupaten Badung.
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan maka dapat di analisis bahwa
Pemerintah Kabupaten Badung saat ini
belum terlalu menerapkan teori manajemen
publik, prinsip  akuntabilitas dan transparansi
terutama dalam hal manajemen aset daerah.
Dimana pada penelitian ini ditemukan suatu
kesalahan dalam proses pemanfaatan aset
milik Pemerintah Kabupaten Badung yang
terkait dengan prinsip akuntabilitas serta
banyaknya hambatan yang terjadi dalam
pengelolaan aset di Kabupaten Badung yang
terkait dengan asas transparansi. Sedangkan
dalam penelitian ini Pemerintah Kabupaten
Badung telah  menerapkan teori manajemen
perubahan terutama perubahan terencana.
Dalam penelitian ini kesalahan terjadi pada
bentuk pemanfaatan yang digunakan dalam
pemanfaatan aset bekas Pusat Pemerintahan
Kabupaten Badung yang terletak di
Lumintang yaitu berupa sewa. Seharusnya
sewa menyewa antar pemerintah daerah
tidak diperbolehkan dan disalahkan.
Sehingga disarankan untuk merubah sewa
menyewa tersebut menjadi pinjam pakai.
Untuk perubahan dari sewa menjadi pinjam
pakai sudah ada, tetapi perubahannya
tersebut sampai saat ini belum final.
Sehingga sampai saat ini perjanjian sewa
menyewa yang telah dilakukan tersebut
belum dirubah maupun dicabut.
Dalam penelitian ini Pemerintah
Kabupaten Badung masih belum
menerapkan asas transparansi dimana masih
banyak hambatan yang terjadi terkait dengan
pengelolaan aset di Kabupaten Badung.
Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan
aset di Kabupaten Badung antara lain masih
ada jumlah dan nilai aset tetap dalam Kartu
Inventaris Barang belum sesuai dengan
kondisi dilapangan, terdapat aset tetap milik
Pemerintah Kabupaten Badung yang tidak
tercatat dalam kartu inventaris barang dan
neraca, terdapat aset tetap milik Pemerintah
Kabupaten Badung yang tercatat di kartu
inventaris barang tidak diketahui
keberadaannya, aset tanah yang tidak di
dukung dengan kepemilikan yang handal
berupa sertifikat, aset tetap milik Pemerintah
Kabupaten Badung yang digunakan pihak
lain mekanismenya belum dan tidak di
dukung dengan dokumen perjanjian
pemanfaatan aset yang sah, pinjam pakai
tanah milik Pemerintah Kabupaten Badung
untuk pembangunan gedung kantor instansi
pemerintah lain yang tidak sesuai ketentuan,
terdapat aset yang sudah diserahkan kepada
pihak ketiga masih dicatat dalam kartu
inventaris barang dan neraca laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Badung,
sehingga pemerintah tidak bisa menjelaskan
kepada masyarakat mengenai aset dan
barang tersebut. Dalam penelitian ini
manajemen perubahan yang digunakan
cenderung ke arah perubahan terencana. Hal
ini terlihat dari perubahan yang terjadi
terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten
Badung, dimana dulunya aset bekas pusat
pemerintahan Kabupaten Badung tersebut
belum jelas akan pemanfaatannya sehingga
aset tersebut lama terbengkalai. Akan tetapi
beberapa tahun belakangan ini seperti yang
kita ketahui aset bekas pusat Pemerintahan
Kabupaten Badung yang terletak di
Lumintang, Kota Denpasar tersebut telah
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota
Denpasar. Pemanfaatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Denpasar tersebut
dikarenakan untuk kegiatan tupoksi (SKPD)
Pemerintah Kota Denpasar.
5. KESIMPULAN
Pengelolaan aset daerah diharapkan
dapat memberikan kepastian terhadap
pengembangan kapasitas yang berkelanjutan
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pemerintah kabupaten dituntut agar dapat
mengembangkan serta meningkatkan
pemanfaatan barang milik daerah agar dapat
mendongkrak serta meningkatkan
pendapatan asli daerah. Hubungan
administrasi publik terkait dengan
manajemen aset daerah sendiri tidak lepas
dari prinsip akuntabilitas dan transparansi,
dimana pada penelitian ini Pemerintah
Kabupaten Badung belum menunjukan
prinsip tersebut. Ini terkait dengan bentuk
pemanfaatan yang digunakan dimana
seharusnya perjanjian sewa menyewa antar
Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan dan
disalahkan, sehingga disarankan untuk
merubah perjanjian sewa menyewa tersebut
menjadi pinjam pakai. Untuk perubahan dari
sewa menyewa menjadi pinjam pakai sudah
ada, tetapi perubahannya tersebut sampai
saat ini belum final sehingga sampai saat ini
perjanjian sewa menyewa tersebut belum
dirubah maupun dicabut. Perjanjian sewa
menyewa atas tanah dan/atau bangunan
gedung milik Pemerintah Kabupaten Badung
tersebut berlaku selama lima (5) tahun
dihitung semenjak perjanjian ditandatangani
yaitu mulai tanggal 25 April 2011 sampai
dengan 25 April 2016.
Selain itu dalam penelitian ini Pemerintah
Kabupaten Badung masih belum
menerapkan asas transparansi, dimana
masih banyak hambatan yang terjadi terkait
dengan pengelolaan aset di Kabupaten
Badung. Hambatan yang terjadi dalam
pengelolaan aset di Kabupaten Badung
antara lain, masih ada jumlah dan nilai aset
tetap dalam kartu inventaris barang belum
sesuai dengan kondisi di lapangan, terdapat
aset tetap milik Pemerintah Kabupaten
Badung tidak tercatat dalam kartu inventaris
barang dan neraca, terdapat aset tetap milik
Pemerintah Kabupaten Badung yang tercatat
di kartu inventaris barang tidak diketahui
keberadaannya, aset tanah yang tidak
didukung dengan kepemilikan yang handal
berupa sertifikat, aset tetap milik Pemerintah
Kabupaten Badung yang digunakan pihak
lain mekanismenya belum dan tidak di
dukung dengan dokumen perjanjian
pemanfaatan aset yang sah, pinjam pakai
tanah milik Pemerintah Kabupaten Badung
untuk pembangunan gedung kantor instansi
pemerintah lain yang tidak sesuai ketentuan,
terdapat aset yang sudah diserahkan kepada
pihak ketiga masih dicatat dalam kartu
inventaris barang dan neraca laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Badung,
sehingga pemerintah tidak bisa menjelaskan
kepada masyarakat mengenai aset dan
barang tersebut.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
pada Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah
Kabupaten Badung mengenai Manajemen
Aset Daerah (Analisis Peralihan Fungsi
Bangunan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung ), dapat diberikan
beberapa saran oleh penulis yaitu sebagai
berikut :
 Pemerintah Kabupaten Badung
dengan Pemerintah Kota
Denpasar sebaiknya segera
merubah perjanjian sewa
menyewa lahan bekas pusat
Pemerintahan Kabupaten
Badung yang sekarang
digunakan dan masih terus
berjalan ke dalam perjanjian
pinjam pakai
 Setiap SKPD sebaiknya
menginventarisasi dan menilai
kembali aset tetapnya sehingga
meminimalkan ketidaksesuaian
aset. Selain itu perlu juga untuk
memiliki suatu database yang
memadai dan dapat dihandalkan
serta perlu juga memperkuat
partisipasi publik dalam hal ini
adalah masyarakat sehingga
dapat menciptakan prinsip
akuntabilitas, transparansi, dan
ketaatan peraturan dalam
melakukan dan melaksanakan
manajemen aset daerah.
 Kinerja dari pegawai di masing-
masing SKPD diharapkan dapat
lebih ditingkatkan sehingga
komunikasi antar bagian dapat
berjalan dengan lebih baik. Hal
tersebut juga dapat
meminimalisir kesalahan-
kesalahan yang tidak perlu
seperti proses input data
9mengenai jumlah aset dan
perhitungan lainnya.
 Aset-aset milik Pemerintah
Kabupaten Badung yang belum
memiliki kejelasan tentang
pemanfaatannya, sebaiknya
dapat dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pemerintah
Daerah lainnya tetapi dengan
bentuk pemanfaatan yang sesuai
dengan prosedur yang telah
ditetapkan sehingga tidak ada
aset-aset milik Pemerintah
Kabupaten Badung yang
terbengkalai.
 Sebaiknya aset-aset milik
Pemerintah Kabupaten Badung
seperti aset tanah/lahan memiliki
surat kepemilikan yang handal
berupa sertifikat agar tidak terjadi
masalah-masalah yang tidak
diinginkan, serta setiap aset
tanah milik Pemerintah
Kabupaten Badung sebaiknya di
data ulang agar tidak terjadi
pengakuan-pengakuan dari pihak
lain terkait aset tanah milik
Pemerintah Kabupaten Badung,
sehingga Pemerintah Kabupaten
Badung juga tidak bingung
terhadap aset-aset miliknya.
Dengan adanya beberapa saran yang
diberikan oleh penulis diharapkan dapat
membantu Pemerintah Kabupaten Badung
dalam masalah Manajemen Aset Daerah
agar kedepannya dapat berjalan dengan
lebih baik.
6. DAFTAR PUSTAKA
Djarwanto. 1998. Statistik Induktif. Edisi
Keempat. Yogyakarta : BPFE
George R. Terry. 2009. Prinsi-Prinsip
Manajemen. Jakarta : PT Bumi
Aksara
Herdiansyah. 2010. Metodologi
Penelitian Kualitatif. Jakarta :
Salemba Humanika
Mardiasmo. 2002. Prinsip-Prinsip
Manajemen Dalam Pembiayaan
Desentralisasi. Yogyakarta : FE-
UGM
Moleong, Lexi.J. 2001. Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung :
PT. Remaja Rosdakarya
Pasolong, Harbani. 2011. Teori
Administrasi Publik. Bandung :
Alfabeta
Soleh & Rochmansjah. 2010.
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Bandung : Fokus Media
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Administrasi. Bandung : Alfabeta
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta
Wibowo. 2011. Manajemen Perubahan.
Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada
Peraturan Perundang-undangan :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 6 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17
Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 50 Tahun 2007
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007
Skripsi :
Darmawan Listyo Bimantoro.  2012.
Perubahan Penggunaan Tanah
dan Fungsi Bangunan di Sekitar
Obyek Wisata Candi Borobudur
dan Taman Kyai Langgeng Tahun
1996 dan 2001 ( Kabupaten dan
Kota Magelang, Jawa Tengah).
Skripsi. Depok : Universitas
Indonesia
10
Hestria Noviayanti Siama. 2013.
Manajemen Aset Daerah studi
pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tana Toraja.
Skripsi. Makassar : Universitas
Hasanuddin
Tesis :
Nyemas Hasfi. Martoyo. Dwi Haryono.
2013. Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Suatu Studi Pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten
Sintang). Tesis. Pontianak:
Universitas Tanjungpura
Pontianak
Dokumen Elektronik :
Dafigaya. 2012. Teori Change
Management.
http://dafigaya.blogspot.com/2012
/03/teori-change-
management.html [diakses pada
tanggal 12 mei 2014]
Dinul Islam Jamilah. 2010. Metode
Pengumpulan Data.
http://dinulislamjamilah.wordpres
s.com/2010/04/12/metode-
pengumpulan-data/. [diakses pada
tanggal 23 april 2014]
Habsul Nurhadi. 2013. Dari Definisi
Manajemen Publik Sampai
Semangat
Kaizen.http://birokrasi.kompasian
a.com/2013/07/21/dari-definisi-
manajemen-publik-sampai-
semangat-kaizen-578471.html
[diakses pada tanggal 8 mei 2014]
Jeffy Louis. 2011. Manajemen
Perubahan.
http://jeffy-
louis.blogspot.com/2011/01/manaj
emen-perubahan.html [diakses
pada tanggal 12 mei 2014]
Kerjasama Antar Daerah dalam
Pengelolaan Infrastruktur. 2012.
http://rongdingdong.blogspot.com/
2012/01/kerjasama-antar-daerah-
dalam.html [online]
Modul 1 Dasar-dasar Manajemen Aset /
Barang Milik Daerah. 2007.
http://dppka.jogjaprov.go.id
[online]
Ningrum. 2012. Kerjasama Antar
Daerah.
http://ningrumke.blogspot.com/20
12/05/kerjasama-antar-
daerah.html [online]
Nita Abdullah. 2011. Manajemen
Perubahan. http://ni-
ta.blogspot.com/2011/07/tugas-
manajemen-perubahan.html
[diakses pada tanggal 12 mei
2014]
Pamalayu. 2013. Teori Manajemen
Publik.
http://jarkomini.blogspot.com/201
3/11/teori-manajemen-publik.html
[diakses pada tanggal 8 mei 2014]
Pengertian Unit Analisis dalam
Penelitian. 2012.
http://www.referensimakalah.com/
2012/09/pengertian-unit-analisis-
dalam-penelitian.html [online]
Yuniza Syafutri. 2011. Penyajian Data.
http://yunizasyafutrieza.blogspot.c
om/2011/09/penyajian-data.html
[online]
